GUBERNUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMORS8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH

Menimbang

sngingat

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah




4~ Gubernur adalah Gubernur Jambi;

(9]

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur
Jambi;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara |
Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi; {

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Jambs;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi |
Jambi; i
9. Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
selanjutnya disingkat  Sekretariat DPRD  adalah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
Provinsi Jambi,

10. Sekretaris Dewan Perwakilarr  Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat  Sekretaris DPRD  adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
Provinsi Jambi;

11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jambi;

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;

13. Badan  Daerah  adalah Badan  Daerah 1
Provinsi Jambi; i

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah unsur pelaksana
teknis Dinas  yang melaksanakankegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang

tertentu;



e

I5. Unit Pelaksana Teknis Badan,  yang selanjutnya

disingkat UPTB  adalah unsur pelaksana
teknis  Badan  untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/  atau kegiatan teknis

penunjang tertentu;

16. Peraturan Daerah yang selanjutnya
adalah

Perda Provinsi.

disebut  Perda

BAB II
PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH
Pasal 2
(I) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah

Provinsi

Jambi dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah
Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan

Provinsi Jambi merupakan Sekretariat

Sekretariat

DPRD Tipe B

. Inspektorat Daerah Provinsi

Jambi;

d. Dinas Daerah Provinsj Jambi, terdiri dari -

I. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kesehatan;
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3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kehutanan;

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
menyelenggarakan urusan ~ pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga;

5. Dinas komunikasi dan Informatika Tipe A

menyelenggarakan urusan ~ pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian dan
bidang statistik;

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Tipe A
menyelenggarakan urusan ~ pemerintahan bidang

kebudayaan dan  urusan pemerintahan bidang
pariwisata;

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian  Penduduk Tipe A
menyelenggarakan  urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak ~ dan urusan pemerintaham

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencans
dan  bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternal
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan  bida
pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultes
dan peternakan;

9. Dinas Perkebunan Tipe A  menyelenggarakam
urusan pemerintahan bidang pertanian sub  urusam

perkebunan;
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10. Dinas  Sosial dan Administrasi
Pencatatan Sipil Tipe A rnenyelenggarakan urusan
pernerintahan  bidang sosial dan urusan pernerintahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Kependudukan  dan

11.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A

rmenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
pemerintahan  bidang perurnahan dan kawasan

perrnukirnan dan bidang pertanahan;

12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A rnenyelenggarakan

urusan  pemerintahan  bidang perpustakaan dan urusan
pernerintahan  bidang kearsipan;

13. Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

14. Dinas Koperasi, Usaha renyelenggarakan urusan
usaha kecil dan menengah;
Kecil dan Menengah pernerintahan  bidang koperasi,

15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang energi dan surnber daya mineral;

16. Satuan  Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tipe A rnenyelenggarakan urusan  pernerintahan  bidang
ketenterarnan dan ketertiban umum  serta linmas,
pemadam kebakaran;

dan

17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B

menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang kelautan
dan perikanan;



_Dinas Lingkungan Hidup Tipe B rnenyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

_Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan;

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dam
pelayanan perizinan dan non perizinan;

. Dinas Perhubungan Tipe B  menyelenggarakan
urusan pernerintahan bidang perhubungan; dan

22, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrass
Tipe B rmenyelenggarakan urusan pernerintahas
bidang tenaga kerja dan urusan  pemerintahan  bidame

transmigrasi.

Badan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud

pada ayat
(1) huruf e adalah sebagai berikut:

I. Badan Perencanaan  dan Pembangunan  Da
Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;

2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanais
fungsi penunjang kepegawaian,
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3. Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia
Tipe A

melaksanakan fungsi  penunjang pendidikan dan
pelatihan;

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah TipeA
melaksanakan fungsi penunjang  Penelitdan
pengembangan; ian

5. Badan Pengelola  Keuangan  Daerah Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan

6. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan
fungsi penunjang untuk melaksanakan
koordinasi urusan pemerintahan dan
pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat
daerah  sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan
avat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut
dengan peraturan gubernur.

Pasal 4
Dalam menetapkan  besaran dan susunan  orgarusasi
perangkat
daerah, gubernur memperhatikan asas:
a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;

c. efisiensi;
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d. efektivitas;

e. pembagian habis tugas;

f rentang kendali

g. tata kerja yang jelas; dan
h. fleksibilitas.

BAB HI
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapan
dibentuk Unit

Pelaksana Teknis, (UPI'}.
(2) UPT dibentuk  untuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tekms

penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6
(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah  prow
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat
pelaksana teknis dinas
daerah provinsi di bidangpendidikan berupasatuan pendads

daerah provinsi.
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(2) Satuan pendidikan daerah provinsi  sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) berbentuk satuan  pendidikan
formal.

Pasal 7

(1) Selain  unit pelaksana teknis dinas daerah  provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat
unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang
kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi

sebagai unit organisasi bersifat fungsional

dan unit layanan yang bekerja secara profesional,

(2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)bersifat  otonom  dalarn penyelenggaraan tata
kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan

layanan umum daerah.

Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI'yang sudah
dibentuk tetap  melaksanakan tugasnya  sampai dengan

ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT
yang baru.

BAB IV
PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 9

(1)Pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan,
dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat  dibentuk

cabang dinas di kabupaten/kota.



(2} Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada a
(1) dapat meliputi satu atau lebih  kabupaten/kota dal
daerah provmsi.

(3) Pada perangkat daerah  yang telah  dibentuk  cab:
dinas  di kabupaten/kota, maka jabatan terendah p
perangkat daerah tersebut setingkat Administra
kecuali pada sekretariat.

BAB V
STAFAHLI
Pasal 10

(1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)
ahli.

(2) Staf  ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
diangkat dan diberhentikan oleh gubemur dari pegay
Aparatur  Sipil Negara dengan memenuhi persyara
sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

{3) Staf ahli gubernur berada di bawah dan bertanggungjaw
kepada gubemur dan secara administratif dikoordinasik
oleh sekretaris daerah.

(4) Staf ahli gubemur bertugas memberikan rekomend
terhadap isu- isu  strategis kepada gubernur  ses
keahliannya.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf a
gubemur, dibentuk | (satu) subbagian tata usaha pada bag
yang membidangi urusan umuny/ tata usaha.
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BAB V1
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 1 1

(1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan  wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a. Teknis;

b. Manajerial; dan
c. Sosial kultural.

(2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

\BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12
(1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan

politik yang terbentuk dengan susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan,
tetap melaksanakan tugasnya sampai

dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah
tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik.



(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan d
bidang kesatuan  bangsa dan politik sebagaimana |
dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusas
pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusas
pemerintahan  di bidang  bencana, yang terbentuk  dengam
susunan organisasi dan tata kerja  sebelum  Perda
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengam
dibentuknya perangkat daerah baru vang
melaksanakan sub urusan bencana sesuai densy
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah  sak®
daerah yang terbentuk dengan ' susunan organisasi dan tEm
kerja sebelum Perdaini diundangkan, tetap  melaksanakam
tugasnya sampai dengan dibentuknya  organisasi dan t=e
hubungan  kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Perangkat daerah provmsi melaksanakan fungss
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ==
penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  kabupaten/koms
sampai dengan terbentuknya perangkat gubemur sebass
wakil Pemerintah Pusat.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat
yang adatetap menduduki jabatannya dan  melaksanakan
tugasnya sampai dengan  ditetapkannya pejabat  yang baru
berdasarkan  Peraturan Daerah 1ini.

Pasal 17

Pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi perangkat daerah,

sebagaimana diatur dalam

peraturan daerah ini

dilaksanakan  mulai 1 Januari 2017.

L

o

Pasal 18
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja  Sekretariat  Daerah dan
Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi  Tahun 2008  Nomor
13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan  Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat
Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi

Peraturan Daerah

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah  Provinsi Jambi  Tahun 2013 Nomor
18);

Peraturan  Daerah Provinst Jambi Nomor 14 Tahun

2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi  Jambi Tahun 2008
Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir ~ dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan kedua  tentang Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
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3. Peraturan  Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun
2008 tentang  Organisasi dan Tata  Kerja  Inspektorat,
BAPPEDAdan Lembaga  Teknis Daerah Provinsi
(Lembaran  Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomeor
15), sebagaimana telah diubah beberapa kali ‘terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7  Tahus
2014 tentang Perubahan Keempat  Atas Peraturan
Daerah  Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dam
Lembaga Teknis Daerah  Provinsi {Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), kecuali ketentuam
sebagaimana tercantum  dalam  pasal 12, pasal 13, pasal
14, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dam
pasal 41; dan

_ Peraturan Daerah  Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  Lam
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008
Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kzr
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jamis
Nomor 5 Tahun 2013  tentang Perubahan Kedua Ams
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lam
{Lernbaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 3§
kecuali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3, passis
4, pasal 5, pasal6, pasal 7, pasal 8 dan pasal O

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Semua ketentuan yang mengatur tentang  organisasi perams
daerah wajib mendasarkan dan menyes

pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini




ymor 15 Tahun Pasal 19
rja  Inspektorat, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

h Provinsi
2008 Nomor Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
kali terakhir pengundangan Peraturan daerah  ini dengan  penempatannya

omor 7 Tahum dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Atas Peraturam

un 2008 tentang Ditetapkan di Jambi
BAPPEDA dam pada tanggal 7 Nopember 2016
_embaran Daerad
uali  ketentuam GUBERNUR JAMBI
pasal 13, pass
9, pasal 40, dam ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
9 Tahun 2008
Lembaga Lam

Tahun 2008

beberapa Pe-T

h Provinsi Jamie Diundangkan di .Jambi

an  Kedua Ams pada tanggal 7 Nopember 2016

9 Tahun 2008
Lembaga Lam
2013 Nomor 3§
lam pasal 3, pass
yasal 9. ttd

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. RIDHAM PRISKAP

canisasi peramsies LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 8
dan menyesuik
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